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PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

—

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, inisiatif kerja
menjadi salah satu penilaian perilaku kerja sebagai
dasar pemberian TPP, sehingga pelaksanaan pemberian
besaran TPP bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang masih belum sesuai dengan kondisi saat ini,
maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun
2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2020 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat, dan dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);



10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5016);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan = Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 140);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri
Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 210);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 30A)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 22A Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2012 Nomor 22A);



27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 67
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Semarang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017
Nomor 67);

28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 80
Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil

Negara di

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota

Semarang Tahun 2020 Nomor 80), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni
huruf g, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Kriteria Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf ¢ meliputi aspek:

a.

orientasi pelayanan merupakan sikap dan perilaku kerja pegawai
dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara
lain meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait,
dan/atau instansi lain;

integritas yang diberikan kepada pegawai melalui pengamatan oleh
pejabat penilai serta dapat mempertimbangkan masukan dari
pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-
masing mengenai kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai,
norma dan etika dalam organisasi;

komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan
sikap dan tindakan pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi
dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan
diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan;



disiplin yang diberikan kepada pegawai melalui pengamatan oleh
pejabat penilai serta dapat mempertimbangkan masukan dari
pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-
masing mengenai kesanggupan untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati
atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;

kerja sama adalah kemauan dan kemampuan pegawai untuk
bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit
kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan
tanggungjawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan
hasil guna yang sebesar-besarnya;

kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan pegawai untuk
memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang
berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan
organisasi; dan

inisiatif kerja merupakan kemauan dan kemampuan untuk
melahirkan ide-ide baru, cara-cara baru untuk peningkatan kerja,
kemauan untuk membantu rekan kerja yang membutuhkan
bantuan, melihat masalah sebagai peluang bukan ancaman,
kemauan untuk bekerja menjadi lebih baik setiap hari, serta penuh
semangat dan antusiasme, aspek inisiatif kerja juga termasuk
inovasi yang dilakukan oleh pegawai.

(2) Kriteria Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Administrator dan Pengawas, Aspek kepimpinan hanya
dilakukan bagi PNS yang menduduki :

a.Jabatan Pimpinan Tinggi,
b.Jabatan Administrator,
c.Jabatan Pengawas, dan

d. Jabatan Fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan

aspek kepemimpinan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan perilaku kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dengan kriteria:

a.

b.

d.

Nilai Prestasi Kerja lebih dari atau sama dengan 90, Penerimaan
TPP 100%;

Nilai Prestasi Kerja 70 sampai dengan kurang dari 90, Penerimaan
TPP 85%;

Nilai Prestasi Kerja 50 sampai dengan kurang dari 70, Penerimaan
TPP 70%; dan

Nilai Prestasi Kerja kurang dari 50, Penerimaan TPP 0%.

(2) Penilaian SKP dan Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan ketentuan melaksanakan tugas paling sedikit 15 (lima belas)
hari kalender dalam 1 (satu) bulan.



3. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pemotongan TPP bagi ASN didasarkan atas pertimbangan kehadiran
dalam pelaksanaan hari kerja.

(2)

(3)

Pengenaan potongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dari persentase TPP yang diterima berdasarkan penilaian
prestasi kerja sebelum dikurangi pajak.

Persentase pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sebagaimana berikut:

a.

1% (satu persen) bagi ASN yang tidak hadir mengikuti apel atau
upacara atau meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa keterangan
yang sah;

1% (satu persen) bagi ASN yang menerima surat tindak lanjut
penegakan disiplin;

2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja bagi ASN yang cuti
alasan penting atau cuti besar kurang dari 15 (lima belas) hari;

5% (lima persen) bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, Kepala
Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat tidak mengikuti rapat
kedinasan yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan
Sekretaris Daerah tanpa keterangan yang sah;

5% (lima persen) bagi ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang
lebih awal dari ketentuan jam kerja, yang dihitung secara kumulatif
selama 30 (tiga puluh) menit dan berlaku kelipatannya dalam 1
(satu) bulan;

5% (lima persen) per hari kerja bagi ASN konfirmasi kehadiran
(masuk atau pulang saja) lebih dari 3 hari dalam 1 (satu) bulan;

5% (lima persen) per hari kerja bagi ASN yang tidak terekam masuk
dan pulang serta tidak dapat menunjukkan data dukung;

5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi
pejabat administrator dan pengawas selaku pejabat penilai yang
melakukan penilaian prestasi kerja bawahan tidak sesuai
ketentuan;

5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi ASN
yang belum melunasi terhadap tuntutan ganti rugi setelah jangka
waktu terlampaui sampai dengan kewajiban dinyatakan selesai;

5% (lima persen) bagi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Barang, Pengurus Barang  yang tidak
menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling
lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang
bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud,;

7,5% (tujuh koma lima persen) bagi ASN yang tidak masuk kerja
dengan tanpa keterangan per hari kerja;

10% (sepuluh persen) bagi penyelenggara negara (wajib lapor
LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN setelah melebihi batas
waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan
menyampaikan LHKPN dimaksud,;

10% (sepuluh persen) bagi Kepala Perangkat Daerah selaku
pengguna barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan
Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun
berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan
laporan dimaksud,;



(4)

()

10% (sepuluh persen) bagi Pembantu Pengelola Barang, Pengurus
Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang tidak
menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling
lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang
bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;

10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan bagi ASN yang tidak
melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi sejak adanya
laporan dari inspektorat;

10% (sepuluh persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi
pejabat pimpinan tinggi pratama selaku atasan pejabat penilai yang
dalam melakukan penilaian prestasi kerja bawahan tidak sesuai
ketentuan;

50% (lima puluh persen) bagi ASN cuti sakit lebih dari 10 (sepuluh)
hari kerja pada bulan berkenaan;

50% (lima puluh persen) bagi ASN yang melakukan pelanggaran
kode etik; dan

50% (lima puluh persen) bagi ASN yang melaksanakan tugas
belajar sampai dengan dinyatakan lulus.

Selain ketentuan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Walikota berdasarkan kewenangannya dapat melakukan
pemotongan TPP dengan pertimbangan tertentu berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila:

a.

P a0oT

b

cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja (akumulasi) dengan ketentuan capaian nilai prestasi
kerja tidak kurang dari 50% (lima puluh persen) pada bulan
berkenaan;

cuti tahunan;

cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;

mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat);

melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan
melaksanakan tugas kedinasan; dan

menjalani karantina/isolasi/ Work From Home terkait pandemi
COVID-19 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 20

PNS yang menduduki jabatan pengawas, Kepala Sekolah dan Guru
bersertifikasi diberikan TPP selain Tunjangan Profesi Guru sesuai
peraturan perundang-undangan.

PNS Pengawas Satuan Pendidikan atau Guru bersertifikasi yang
diberikan tugas sebagai Koordinator Satuan Pendidikan dapat
memilih TPP atau Tunjangan Profesinya.

S. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

PNS yang diberhentikan dari jabatan struktural karena perampingan
organisasi atau penyederhanaan birokrasi diberikan TPP dengan besaran
setara Eselon sebelumnya.



6. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (1a), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) PNS atau CPNS yang mutasi masuk dari luar instansi Pemerintah
Kota Semarang diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari
besaran TPP sesuai golongan/jabatan selama 1 (satu) tahun.

(1a) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penempatan
pertama di daerah bagi lulusan sekolah kedinasan.

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan ketentuan:

a. mutasi masuk sampai dengan tanggal 15 diberikan pada bulan
berikutnya setelah keputusan penempatan ditetapkan; dan

b. mutasi masuk setelah tanggal 15 diberikan pada bulan kedua
setelah keputusan penempatan ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Juli 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat |
NIP.196503111986021004




